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Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, MBA (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----------------------------DPR.
Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia … tertanggal … perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (UU 14/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama

: Hermus Indou, S.IP., M.H.

Pekerjaan 
: Bupati Kabupaten Manokwari

Untuk selanjutnya disebut ​--------------------------------------------- Pemohon I

Nama

: Yustus Dowansiba
Pekerjaan
: Ketua DPRD Kabupaten Manokwari
Untuk selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon II

Nama

: Norman Tambunan, S.E.

Pekerjaan
: Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari

Untuk selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon III

Nama

: Bons Sanz Rumbruren, S.Sos.

Pekerjaan
: Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manowari

Untuk selanjutnya disebut ------------------------------------------ Pemohon IV
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H., Alemina Tarigan, S.H., M.H., Humisar H. Tambunan, S.H., M.H., dan Andy R. Situmorang, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Jimmy Ell, S.H., M.H. & Rekan” berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON.
Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU 14/2013 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU 14/2013 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 
Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013, yang berketentuan sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013
(1) “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Distrik Fef;

b. Distrik Miyah;

c. Distrik Yembun;

d. Distrik Kwoor;

e. Distrik Sausapor;

f. Distrik Abun;

g. Distrik Amberbaken;

h. Distrik Kebar;

i. Distrik Senopi;

j. Distrik Mubrani; dan

k. Distrik Moraid.”

Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013

(1) “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.”
Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: 

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

(1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” 
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945:
(3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Dalam permohonan a quo, Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal-pasal a quo, yang pada intinya adalah:

a. Berlakunya UU a quo yang telah menggabungkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani yang dulunya berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari kemudian saat ini digabungkan ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw telah menimbulkan pengurangan cakupan wilayah Kabupaten Manokwari dan penggabungan tersebut justru menjauhkan rentang kendali pemerintahan maupun pelayanan masyarakat;
b. Kondisi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani memiliki adat istiadat, Bahasa, dan budaya yang sangat berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw. Sehingga, berlakunya UU a quo telah memaksakan keharusan penggabungan daerah yang memiliki adat istiadat, bahasa, dan budaya yang berbeda.

c. Pemohon menyesalkan adanya Putusan Mahkamah yang telah mengabulkan Perkara No. 127/PUU-VII/2009 karena penggabungan 4 (empat) Distrik dari Kabupaten Manokwari menjadi cakupan wilayah otonom baru di Kabupaten Tambrauw tanpa melalui mekanisme aturan berlaku telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari. (vide perbaikan permohonan hlm. 6 s.d 8 huruf d, e, g, dan k)

Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten  Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan UUD  NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari.
3. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan UUD  NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai batas-batasnya sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.
4. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten  Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari.
5. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten  Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai batas-batasnya sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

II. KETERANGAN DPR 

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya saat ini berprofesi sebagai Bupati Kabupaten Manokwari, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manowari. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (vide perbaikan permohonan hlm. 5 dan 9)

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dari Pemohon dalam menguraikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang mereka miliki. Dalam permohonannya pada bagian kedudukan hukum (legal standing), Pemohon menyebutkan memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan judicial review atas perkara a quo yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam pokok permohonannya, Pemohon menggunakan batu uji selain daripada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, menjadi tidak jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional yang mana yang dimiliki oleh Pemohon dalam perkara a quo. 

Selain itu, pasal-pasal tersebut tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional melainkan mengatur mengenai, sebagai berikut:

· Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Landasan kewenangan Pemerintah Daerah yang berasal dari pasal tersebut tidak sama sekali menutup aspirasi ataupun hak konstitusional masyarakat di daerah untuk membentuk pemerintahan daerah baru. Namun sebagai negara hukum demokratis yang melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan harus tetap mendasarkan segala penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
· Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengakuan dan penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sedangkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional berdasarkan perkembangan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaksanaannya juga diatur labih lanjut dalam undang-undang. Dalam konteks ini, kedua pengaturan tersebut telah menjadi dasar yuridis dalam pembentukan UU a quo. Sehingga, hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diakui dan diakomodir dalam UU a quo.
· Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terkait dengan dalil-dalil Pemohon, maka tiada hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang berbeda yang terjadi pada diri Pemohon. Diundangkannya UU 14/2013 justru telah mencerminkan jaminan kepastian hukum yang adil karena pengundangan UU a quo adalah tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, terhadap UUD NRI Tahun 1945, guna memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw.
· Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan jaminan penghormatan hak asasi manusia terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional warga negara yang didalilkan Pemohon senyatanya telah terakomodir dengan diundangkannya UU a quo. Selain itu, landasan kewajiban Pemerintah dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah berkenaan dengan kewajiban Pemerintah dalam hal mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. Artinya semua lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi negara memiliki beban tanggung jawab atas terselenggaranya penghormatan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. (Saldi Isra, dalam makalah disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014)
Di undangkannya UU a quo juga adalah penjelmaan yang nyata terhadap pengakuan dan penghormatan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Hal demikian selaras dengan pertimbangan hukum [3.14.7] Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa aspirasi pembentukan Kabupaten Tambrauw, yang merupakan hak konstitusional warga masyarakat adat dari distrik-distrik di kedua kabupaten dimaksud, telah ternyata diajukan dengan memenuhi syarat-syarat dan mekanisme yang secara konstitusional maupun secara hukum (constitutionally and legally) dapat dibenarkan, sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang a quo yang menetapkan cakupan wilayah dari Kabupaten Tambrauw, dan juga sebagai  konsekuensinya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo yang menetapkan batas-batas wilayahnya tidak memasukkan distrik-distrik Amberbaken, Kebar, Senopi, dan Mubrani dari Kabupaten Manokwari, serta Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. …”
Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar adanya kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan a quo.
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji
Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal-Pasal a quo sebagai akibat dari adanya Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 serta diundangkannya UU a quo telah mengakibatkan adanya penggabungan distrik-distrik yang dulunya berada di bawah Kabupaten Manokwari kemudian masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw (Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani). Penggabungan tersebut mengakibatkan rentang kendali maupun pelayanan masyarakat semakin menjauh dari pemerintahan daerahnya. Selain itu, warga masyarakat Distrik Amberbaken, Disktrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani yang dihuni oleh suku Meyah dan Suku Mpoor memiliki bahasa serta adat istiadat yang berbeda dari distrik-distrik lainnya yang berada dibawah Kabupaten Tambrauw. Sehingga Pemohon merasa perbedaan bahasa serta adat istiadat tersebut tidak lah dapat dipersatukan menjadi satu adat, satu bahasa, dan satu kebudayaan (vide perbaikan permohonan hlm. 6-7). 
Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa berlakunya UU a quo merupakan penyempurnaan atas dasar hukum pengaturan pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Oleh karenanya, UU a quo dibentuk dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, tertib administrasi pemerintahan, dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta sebagai tindak lanjut atas Putusan MK 127/PUU-VII/2009.
Adapun pembentukan UU a quo tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk aspirasi masyarakat, kondisi sosial, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Bahwa terdapat pula fakta hukum dalam pertimbangan hukum [3.14.2] Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 yang menyebutkan bahwa:

 “…terdapat kesepakatan melalui musyawarah adat Tambrauw dengan keputusan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong dan disetujui pula oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat sampai dikeluarkannya RUU Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang dibahas di DPR-RI berdasarkan Amanat Presiden Tanggal 1 Februari 2008 Nomor R.04/Pres/02/2008.” 

Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim MK dalam putusannya mengabulkan agar memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw. Dengan demikian dibentuknya UU a quo merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 yang didalamnya telah diuraikan segala fakta hukum bahwa adanya kesepakatan yang terjadi melalui hasil musyawarah adat dan telah disetujui oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Papua Barat. Sehingga, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon menjadi tidak relevan karena lahirnya UU a quo justru telah memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tambrauw. 
3.  Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak bersifat spesifik dan potensial akan terjadi. Sebab, lahirnya UU a quo merupakan tindak lanjut atas adanya Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 yang telah membatalkan pasal-pasal a quo dalam UU 56/2008. Sehingga, kerugian tersebut dapat dipastikan tidak akan terjadi karena lahirnya UU a quo justru telah memberikan kepastian hukum bagi pembentukan Kabupaten Tambrauw karena telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan perkara MK Nomor 127/PUU-VII/2009. Selain itu, masuknya empat distrik dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw juga telah berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah adat dan juga telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Papua Barat. Sehingga, dalil-dalil kerugian yang disampaikan oleh Pemohon dipastikan tidak akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada point nomor 2 dan 3, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sehingga tidak ada kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ataupun tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo dalam UU 14/2013. Sebab lahirnya UU a quo justru telah memberikan kepastian hukum khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tambrauw karena telah sejalan dengan Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal-Pasal a quo.
Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum.

B. PANDANGAN UMUM 
1. Bahwa pembentukan Kabupaten Tambrauw merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, terdiri atas 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, dan Distrik Abun.

2. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap UUD NRI Tahun 1945, wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri atas 11 (sebelas) distrik, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Kabupaten Tambrauw yang semula memiliki luas wilayah darat ±5.179,65 km2 menjadi ±11.529,182 km2.

3. Perubahan undang-undang ini antara lain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw. 

C. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN
Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa berlakunya UU a quo, secara administrasi bukan mempermudah pelayanan pemerintahan kepada warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani dan Distrik Senopi, melainkan justru menambah jauh ketertinggalan. Serta pemindahan 4 (empat) distrik tersebut dari wilayah Pemerintah Kabupaten Manokwari ke wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah berakibat terjadinya pembelengguan dan pengkebirian atas aspirasi warga masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sebagai pemilik hak ulayat di keempat distrik tersebut yang secara adat istiadat dan budaya juga berbeda dengan 6 (enam) distrik lainnya. Sehingga, berlakunya UU a quo telah bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (vide perbaikan permohonan hlm. 13 angka 18)
Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) disebutkan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi harus diatur dengan undang-undang yang dilakukan oleh DPR atau Presiden. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, DPR selaku pembentuk undang-undang telah melaksanakan amanat tersebut salah satunya dalam pembentukan UU 14/2013.
2. Sebagaimana tertuang dalam Konsiderans Menimbang UU 14/2013 disebutkan bahwa UU a quo lahir untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008. Adapun Mahkamah, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa: 

[3.14.4] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa:

· pembentukan kabupaten baru melalui pemekaran wilayah pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas merupakan aspirasi untuk memajukan hak secara kolektif guna membangun masyarakat dalam mengejar ketertinggalan di berbagai bidang sebagai akibat, antara lain, karena jauhnya wilayah dari jangkauan pemerintahan daerah yang ada, serta kondisi sosial, kultural dan adat istiadat yang berbeda; 
· aspirasi tersebut secara formal dapat dimaknai sebagai kehendak seluruh rakyat Tambrauw yang tercermin dari kesepakatan lembaga musyawarah masyarakat adat setempat di beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari yang telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi, masing-masing dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari serta Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Papua Barat;
3. Sehingga, merujuk pada Putusan a quo dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan a quo, DPR selaku pembentuk undang-undang melakukan tindak lanjut atas putusan tersebut melalui pembentukan perubahan UU 56/2008 guna memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum atas dibatalkannya norma-norma a quo dalam UU 56/2008. Dengan mengutip pada pertimbangan hukum Mahkamah, DPR kembali menegaskan dalam Penjelasan Umum UU a quo bahwa lahirnya UU a quo dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw. 

4. Pertimbangan tersebut pada prinsipnya telah sejalan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan adanya ketertinggalan di berbagai bidang yang disebabkan oleh jauhnya wilayah dari jangkauan pemerintahan yang ada dan kondisi sosial dan adat-istiadat yang berbeda. Selain itu, pertimbangan demikian juga telah mencerminkan kesepakatan dari hasil musyawarah masyarakat adat yang ada di beberapa distrik Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari dengan disetujui oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari serta Pemda dan DPRD Provinsi Papua Barat. 
5. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat urgensi untuk diajukannya kembali permohonan pengujian atas norma-norma a quo. Sebab, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya melalui Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur tentang cakupan wilayah dari Kabupaten Tambrauw dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw akan bertentangan dengan konstitusi khususnya dalam menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak atas jaminan kepastian hukum serta hak mempertahankan identitas budaya tradisional apabila tidak mengikusertakan empat distrik dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw. 
6. Dengan demikian, sudah sepatutnya Pemohon selaku kepala daerah menaati Putusan tersebut dan melaksanakan putusan tersebut dan UU a quo dengan sebaik-baiknya bukan mempertanyakan kembali konstitusionalitas norma-norma a quo demi kepentingan politik sesaat. Sebab, pemekaran daerah sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas rentang kendali pemerintahan dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, penentuan baik wilayah maupun ibukota adalah lebih merupakan hak yang dapat dilihat dan ditentukan oleh masyarakat yang ingin bersatu dalam wadah pemerintahan daerah baru. Oleh sebab itu, DPR berpandangan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

D. PETITUM DPR

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Menolak provisi dan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 

3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416)  tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya
Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.
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